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ABSTRAK

bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf ¢ Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat
teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk
Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66
Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan
serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah menyatakan distribusi perlengkapan pemungutan suara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan
Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi



CATATAN

dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06
tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 31
Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor
63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan
Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; Keputusan KPU Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor
22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat
Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedomaan Teknis Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur i Sumatera Barat Tahun 2010; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor
41/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010; Keputusan KPU Provinsi
Sumatera Barat Nomor 45 /Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengamanan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan Dalam Pencetakan, dan
Pengiriman Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2010; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-
003/2010 tentang Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang Tidak Dimasukkan, dan yang Dimasukkan
Dalam Kotak Suara, serta yang tidak Dikembalikan, dan yang Dikembalikan Kepada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-003/2010
ini diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

: - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2010.

- Lampiran 0 Halaman.






